
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,

Telepon dan Faksimile (0756) 746423
Laman : http://dishub.pesisirselatankab.go.id, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 500.10.32.4/4/DISHUB/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang    : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan  Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan maka di
pandang  perlu untuk menunjuk  Pejabat Pengelola
Informasi dan   Dokumentasi (PPID)  Pembantu di
Lingkungan Dinas  Perhubungan Kabupaten Pesisir
Selatan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
maka  perlu  diterbitkan  Keputusan  Kepala  Dinas
Perhubungan Kabupaten Pesisir  Selatan  tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu  di Lingkungan Dinas  Perhubungan 
Kabupaten  Pesisir Selatan.

Mengingat        : 1. Undang–Undang  Nomor  12  Tahun  1956  tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1956  Nomor  25),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1965  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan
Daerah  Tingkat  II  Tanjung  Jabung  Dengan  Mengubah
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1956  tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten  Di  Propinsi
Sumatera  Tengah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1965  Nomor  50,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang   Nomor 14   Tahun   2008 tentang
Keterbukaan     Informasi Publik     (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-
Undang  Nomor  6 Tahun  2023 tentang  Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 61 Tahun  2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008
tentang  Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 72 Tahun  2019  tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016  tentang  Perangkat   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 3 Tahun 2017
tentang  Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam  Negeri
dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan   Komisi  Informasi   Nomor  1   Tahun  2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  Nomor  5
Tahun  2025  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah
Nonor  8  Tahun  2016  tentang  Pembentukan    dan   
Susunan Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53
Tahun 2018 tentang Pedoman  Pengelolaan Pelayanan
Informasi  dan Dokumentasi  di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan  Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2024 
tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas  Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026,  sebagaiman
tercantum  dalam  Lampiran I  dan Lampiran II,  dan
merupakan bagian yang  tidak terpisahkan dari  Keputusan
ini;

KEDUA : Pejabat   Pengelola   Informasi   dan   Dokumentasi   (PPID)
Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum  KESATU,
mempunyai tugas sebagai berikut :
a.  Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Pembantu
Tugas :
1. Mengkoordinasikan  seluruh    kegiatan   pelayanan

informasi publik  dilingkungan Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Menerima   pengajuan   keberatan   yang disampaikan
secara tertulis oleh pemohon informasi publik  serta
mengikuti proses  atas  sengketa informasi yang
diajukan oleh pihak pemohon;

3. Melakukan   evaluasi   dan   pengawasan   terhadap
pelaksanaan layanan informasi publik;
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b Pejabat  Pengelola   Informasi  dan Dokumentasi  (PPID)
Pembantu
Tugas :
1. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan

informasi dan dokumentasi;
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan  

pengumpulan  informasi    dan dokumentasi;
3. Melaksanakan koordinasi dalam  rangka penyediaan

dan pelayanan informasi publik;
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi   dan   pelaporan

informasi dan dokumentasi;
5. Mengadministrasikan pelayanan  informasi dan

dokumentasi.

c. Sekretariat  Pejabat  Informasi  dan Dokumentasi  (PPID)
Pembantu

Tugas :
1. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan

informasi dan dokumentasi;
2. Mengkoordinasikan  dan mengkonsolidasikan

pengumpulan   informasi dan dokumentasi;
3. Melaksanakan koordinasi dalam  rangka penyediaan

dan pelayanan informasi publik;
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi  dan   pelaporan

informasi dan dokumentasi;
5. Mengadministrasikan  pelayanan    informasi    dan

dokumentasi.

d. Admin/Petugas Informasi
Tugas :
1. Menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan

informasi  yang telah diklasifikasikan;
2. Menyediakan informasi dan   dokumentasi   melalui

website;
3. Melayani permohonan   informasi dan  pengaduan

melalui  helpdesk.

KETIGA : Struktur   Organisasi   Pejabat   Pengelola   Informasi   dan
Dokumentasi  (PPID)  Pembantu  di  Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Pesisir  Selatan tercantum  di  dalam
Lampiran  II  dan  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah
melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2026.
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KELIMA :    Keputusan ini mulai berlaku  sejak tanggal 01 Januari 2026
sampai dengan 31 Desember 2026,  apabila dikemudian hari
terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di   Painan
Pada Tanggal   15 Januari 2026

KEPALA DINAS

    ${ttd}

ZONI ELDO, SSTP. M.A
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003

Tembusan: disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip
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LAMPIRAN I    :   KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN 
PESISIR SELATAN
NOMOR       :  500.10.32.4/4/DISHUB/2026
TANGGAL    :   15 JANUARI 2026
TENTANG   : PENETAPAN PEJABAT  PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

Susunan  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di
Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

NO. KEDUDUKAN DALAM 
ORGANISASI

NAMA
JABATAN

1. Atasan PPID Pembantu ZONI ELDO, SSTP, M.A Kepala  Dinas

2. PPID Pembantu MARZAN, SH.MM Sekretaris

3. Sekretariat

Anggota

Anggota

ADMAI DEDI, ST.M.Si

AFRIANDI, SH,MH

Kepala Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Kepala Bidang Prasarana

Anggota SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom Kepala Bidang  Pengembangan
dan Keselamatan

Anggota VERAWATI, S.Sos Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Anggota  GUSRIDA YENTI, A.Md Kepala Sub Bagian
Perencanaan  Keuangan  dan
Pelaporan

Admin/Petugas FAHMI AGUSTA ILMAN, SH Penata Layanan Operasional

KEPALA DINAS

    ${ttd}

ZONI ELDO, SSTP. M.A
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003
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LAMPIRAN II     :  KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :  500.10.32.4/4/DISHUB/2026
TANGGAL     :  15 JANUARI 2026
TENTANG     :   PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS 

PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA DINAS

     ${ttd}

ZONI ELDO, SSTP. M.A
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003

ATASAN PPID

PPID PEMBANTU

ANGGOTA

SEKRETARIAT

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

ADMIN
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